
 
 

88 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012. 

Ahmad Ripa’i. “Penerapan Siste, Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis 

Teknologi Informasi Menuju SIngle Identity Number Di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa 

Barat” 6, no. 1 (June 2018). 

Ali Firdaus. “Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi 

Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015.” Ijtimaiyya: Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam 2, no. 10 (2017). 

Amanda Zubaidah Aljarofi. “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko 

Kartu Keluarga Perspektif Yuridis.” Al Hukama: The Indonesian Journal of 

Islamic Family Law Vol. 09, no. 02 (Desember 2019). 

Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019. 

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). 

Jakarta: Sinar Grafika, 2014. 

Ida Bagoes Mantra. Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008. 

Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2020. 

Khalid. Ilmu Perundang-Undangan. Medan: CV. Manhaji dengan Fakultas Syariah 

IAIN Sumatera Utara, 2014. 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Al- Qur’an dan Terjemahan Edisi 

Penyempurnaan 2019 . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian 

Agama RI, 2019. 

Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan 

Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya. 

Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. 

Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan 1. Yogyakarta: PT Kanisius, 

2020. 

Muhammad Helmi. “Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-

Undangan Di Indonesia.” Mahazib XV, no. 1 (June 2016). 

Muhammad Musyaffak and Nurul Hikmah. “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk 

Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga.” Novum : Jurnal Hukum, n.d. 

https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47543. 

Nafi’ Mubarok. “Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.” Al Hukama: The 

Indonesian Journal of Islamic Family Law 02, no. 02 (Desember 2012). 

Neng Djubaedah. Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat. edisi 1, 

Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan 

Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

(2010). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan 

Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (2019). 



89 

 

 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 

Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan 

Sipil (2017).  

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (2007). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(1975). 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (2008). 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (2018). 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian 

Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2009. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian 

Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Burgelijk Wetboek). Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014. 

R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 

Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, 

Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, et al. 

Ragam Metode Penelitian Hukum. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 

2022. 

Soerjono Soekanto and Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. 

Grafindo Media Pratama, 2010. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 

2010. 

Suko Prayitno. “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya 

Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori.” Jurnal Surya 

Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 8, no. 2 (Oktober 

2017). 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksana 

Tugas Bagi Pengadilan (2012). 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974). 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (2011). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(2006). 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (2004). 

  


